
GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR lOO TAHUN 2023

TENTANG

PENETA.PAN STATUS KE^q.D.{AN DARUF,AT BENC.SN,{ KEKERINCAN DI
DISTRIK AGANDUGUME DAN DISTRIK LAMBEWI KABUPATEN PUNCAK

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Meoimha:rg:

SALINAN

balrura derrgan fe:ro:nena hujan e.s yang terjadi
pada tanggal 3 sampai dengan 5 juni 2023 yang
menyebabkan kekeringan sebagian besar lahan pertanian
milik masyarakat rusak dan gagal panen yang berdampak
terjadinya rawan pangan di Distrik Agandugume dan Distrik
Lambewi Kabupaten hrncak;
bahwa dalam menangani bencana kekeringan sebagaimana
dimaksud dalam hurrf a perlu melakukan upaya-upaya
penanganan darurat dengan menetapkan Status Keadaan
Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Puncak Provinsi
Papua Te'rrgah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penetapan Status Keadaan Darurat
Bencana Kekeringan di Distrik Agandugume dan Distrik
Lambewi l(abupatere ftrtcak;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
lrmbaran Negara Repubhk lndmresia Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20O1 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa hali teraklrir derrgan Utdang-tlndatg
Nomor 2 Tahun 2O2l tertang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk lndoneeia Nornsr 6697);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
Penanggulangan Darurat Bencana (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723];
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4. Undang-Undang Nomor 3l Tahun 20O9 tentang Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik
Intlonesia Tahun 2O09 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

5. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2O22 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Icmbaran ft{egara Bepuhlik lndonesia Ta-brn ,014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Ibuangar.r Antara Pemer'i"ntah Rtsat dari Perrrer,irrtahar."r
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah pembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Ilembaran
Negara Repubtk Indonesia Tahun 2OOB Nomor 42,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
48281;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendmraan dan Pengelolaar'r Ba,ltuan Elerrcarta $rembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a8291;

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi l(trusus Provinsi Papua pembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O21 Nomor 238, Tambahan [embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1O7 Tahun 2O2l tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O21 Nomor 239, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

14- Pe.rabrran Preside.n Nomor L7 T.ahun 20 f8 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan
Darurat;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik lndonesia Tatrun 2015 hiomor 2O36), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahtm 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
2023 Nomor 10);

Surat Pengantar Kepaia Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor :

180/089/DINSOSP3A/VII/2023 Tanggal 25 Juli 2023
Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Provinsi
Papua Tengah tentang Penetapal Status Keadaan Darurat
Beteana Kekeringan di Distrik dan Distrik
Lambewi Kabupaten Puncak;

MEMUTUSI(AN:

Penetapan Status Keadaan Darurat dan Penanganan
Bencana Kekeringan di Distrik Agandugume dan Distrik
Lambewi Kabupaten Puncak.

Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU berlangsung selama 14 (empat
belas) hari terhitung sej ak tanggal 24 Juli sampai dengan 6

Agustus 2023.
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KETIGA

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan
Belanja Daeratr Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran
2023.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 Juli2O23

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

nya

NI, SH,, M.Si
199610 I OO1

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

l. Kepala Bko !Iukr"+m l{erqenterian Dalarn lrlegeri di..J*le*rta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Papua Tengah di Nabire;
e Masing-Easingyaagbersanglalta$-

N

AHP


